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ABSTRAK 
A.DINDA AYU DINANTI (B111 12 372), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak 
(Studi Kasus Putusan Nomor : 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg). Dibawah 
bimbingan Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Dr. 
Haeranah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana materiil terhadap tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan 
terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan 
dengan kekerasan terhadap anak dalam putusan perkara nomor : 
110/Pid.Sus/2015/PN.Skg. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sengkang Kabupaten Wajo 
khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Sengkang. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
turun langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Sengkang) untuk 
mengumpulkan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. 
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, 
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan hukum 
pidana materiil terhadap tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan 
terhadap anak studi kasus putusan nomor : 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg 
telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak. Serta selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-
alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu 
bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas 
perbuatannya. (II) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dengan 
kekerasan terhadap anak dalam studi kasus putusan nomor : 
110/Pid.Sus/2015/PN.Skg telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 
183 KUHP yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan 
hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis hakim 
memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana 
persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak. Serta hakim telah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga 
negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang 
bersumber dari hukum. 
Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus 
ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada 
pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, 
ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. 
Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya 
berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan 
terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan 
kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan yang berbau 
seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. 
Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan 
masyarakat, khususnya para orang tua. 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke 
dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji 
secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana 
persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 
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agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak 
yang secara fisik belum mempuanyai daya tarik seksual seperti pada 
layaknya orang dewasa. Hal ini mengakibatkan rusaknya moral 
generasi-generasi bangsa Indonesia. 
Banyaknya kasus persetubuhan terhadap anak yang terjadi di 
negeri ini dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas 
perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup 
mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat 
berlindung. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : 
     “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga,  
dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” 
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-
cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. 
Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa 
diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan 
hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung 
jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara 
rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi. 
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Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dijelaskan bahwa : 
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi.” 
Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari 
berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, 
sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh 
orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, 
khususnya dalam kasus kejahatan yang terjadi pada anak. 
Ketentuan Undang-Undang tentang perlindungan hukum dimuat 
dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini 
ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Kemudian 
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, menyangkut tindak pidana persetubuhan, dapat dilihat pada 
Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295. 
Dengan adanya perangkat hukum untuk melindungi dan 
memberikan rasa aman bagi anak dari kejahatan seksual, seperti 
persetubuhan, sehingga para pelaku jera dan orang lain tidak 
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melakukan perbuatan yang sama, namun tetap saja persetubuhan 
terhadap anak masih saja terjadi. 
Anak yang menjadi korban persetubuhan menderita banyak 
kerugian, tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial 
seperti goncangan emosional dan  psikologis, yang dapat 
mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Kasus persetubuhan 
terhadap anak tidak hanya terjadi dikota-kota besar, tetapi juga 
banyak terjadi dikota kecil seperti kasus yang terjadi di Kota Sengkang 
Kabupaten Wajo ini. 
Dalam kasus tersebut seorang anak perempuan yang masih 
dibawah umur disetubuhi sebanyak dua kali oleh seorang pria dewasa 
yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Akibat perbuatan 
tetangganya itu, anak tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak, 
dan perbuatannya itu menimbulkan aib bagi keluarga anak itu. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 
untuk meneliti kasus persetubuhan terhadap anak yang di tuangkan 
dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak 
(Studi Kasus Putusan Nomor : 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 
merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :  
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1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak 
pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan 
terhadap anak? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak 
pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan 
terhadap anak. 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menunjang 
pengembangan ilmu bagi penulis sendiri khususnya dan 
mahasiswa fakultas hukum pada umumnya. 
2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan informasi dan 
bermanfaat pada masyarakat luas sehingga kekerasan terhadap 
anak dapat berkurang. 
3. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum 
dan para pihak yang terkait agar kejahatan terhadap anak dapat di 
minimalisir. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Di Indonesia pembentuk Undang-Undang menggunakan 
istilah strafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi 
tidak menguraikan secara rinci mengenai strafbaarfeit tersebut. 
Strafbaarfeit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang di 
terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, di 
antaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa 
pidana, maupun perbuatan yang dapat di pidana. Kata 
strafbaarfeit terdiri dari 3 kata yaitu, straf, baar, dan feit. Berbagai 
istilah yang di gunakan sebagai terjemahan dari strafbaarfeit, straf 
di terjemahkan sebagai pidana dan hukum, baar di terjemahkan 
dengan dapat dan boleh, sedangkan feit di terjemahkan dengan 
tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.1 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung 
suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian 
yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam 
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
                                                          
1 Adami Chazawi, 2002, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta, Grafindo, hal 69 
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diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 
untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat.2 
Pengertian strafbaarfeit menurut para ahli yaitu : 
a. Simons 
Strafbaarfeit yaitu : 
“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat di hukum.”3 
 
Simons berpendapat bahwa hukum pidana adalah 
kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang 
diadakan oleh dan yang diancam dengan pidana barangsiapa 
yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang 
menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan 
kesemuanya aturan untuk menjatuhi dan menjalankan pidana 
tersebut. 
Alasan Simons mengapa strafbaarfeit dirumuskan seperti di 
atas karena :4 
1. Untuk adanya suatu strafbaarfeit di syaratkan bahwa di 
situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang di 
wajibkan undang-undang dimana pelanggaran terhadap 
                                                          
2 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rangkang Education, hal 18 
3 Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 
35 
4 Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua, Jakarta, Sinar Grafika, hal 5 
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larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan 
sebagai tindakan yang dapat dihukum; 
2. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum, maka 
tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik 
seperti yang dirumuskan undang-undang; 
3. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap suatu 
larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada 
hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau 
suatu onerchtmatige handeling. 
b. E. Utrecht 
Menerjemahkan strafbaarfeit dengan istilah peristiwa 
pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu 
suatu perbuatan (handelen atau doen-positif) atau suatu 
melalaikan (nalaten-negatif) maupun akibatnya (keadaan yang 
di timbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa 
pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit) yaitu 
peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur 
oleh hukum.5 
Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu 
ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu 
peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-
unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang 
                                                          
5 http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html?=1, 
diakses pada tgl 26 Februari 2016, pkl 19.20 WITA 
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bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh 
sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang 
pembuat dalam arti kata bertanggung jawab. 
c. Moeljatno  
Menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 
terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. 
Perbuatan tersebbut harus juga dirasakan oleh masyarakat 
sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan 
oleh masyarakat.6 
Lebih jelasnya Moeljatno menyatakan sebagai berikut:7 
1. Kalau Utrecht, sudah lazim memakai istilah hukum, maka 
hukum lalu berarti: berecht, diadili yang sama sekali tidak 
mesti berhubungan dengan starf, dipidana karena perkara-
perkara perdata pun diberecht, diadili maka saya memilih 
untuk terjemahan strafbaar adalah istilah pidana sebagai 
singkatan dari “yang dapat dipidana”.  
2. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang 
menunjuk lain pada yang melakukan maupun pada 
akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjuk 
bahwa yang melakukannya adalah “handling” atau 
                                                          
6 http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1, 
diakses pada tgl 26 Februari 2016, pkl 19.30 WITA 
7 Sianturi, S.R, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta,  Alumni, 
hal 207 
 
 
10 
 
“gedraging” seseorang mungkin atau mungkin juga hewan 
atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan 
tindak tanduk atau tingkah laku. 
d. S.R. Sianturi 
S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana, 
jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut :8 
Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, 
tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau 
diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan 
di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab). 
 
Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah 
merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang 
yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. 
Tindakan apa saja yang dilakukan semua orang, akan tetapi 
dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh 
orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam 
pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi 
menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya pria 
atau wanita, sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan 
misalnya seperti buruh atau pegawai, jadi status seorang 
penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur 
“barang siapa”.9 
 
                                                          
8 Ibid, hal 211 
9 Ibid, hal 209 
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e. Pompe 
Menurut Pompe strafbaarfeit yaitu :10 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah 
perlu demi terpeliharanya tertib hukum. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik) 
Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yaitu: 
1) Perbuatan (feit) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini 
sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang 
dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan 
pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula 
penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu 
dikemudian dari yang lain. 
2) Perbuatan (feit) = perbuatan yang di dakwakan. Ini terlalu 
sempit. Contoh: seseorang di tuntut melakukan perbuatan 
penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian 
ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti 
masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja 
melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada 
“penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Van tidak 
menerima pengertian perbuatan dalam arti yang kedua ini. 
                                                          
10 Lamintang, P.A.F, op.cit, hal 34 
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3) Perbuatan (feit) = perbuatan material, jadi perbuatan itu 
terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. 
Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada 
pada kedua pengertian terdahulu dapat dihinndari.11 
b. Ada Sifat Melawan Hukum 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan 
hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu 
perbuatan ada 2 (dua) macam, yaitu:12 
1) Sifat melawan hukum formil (Formale wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan 
bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan 
pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam 
undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti 
melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-
undang. 
2) Sifat melawan hukum materiil (Materiele wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang 
memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan 
hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan 
hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi 
                                                          
11 Amir Ilyas, op.cit, hal 49-50 
12 Ibid, hal 53 
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juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah 
atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat. 
c. Tidak Ada Alasan Pembenar 
a. Daya Paksa Absolut 
Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan keadaan memaksa (overmacht). Dalam literature 
hukum pidana, biasanya daya paksa dibagi dua, yang 
pertama daya paksa absolut atau mutlak, biasa disebut vis 
absoluta dan daya paksa relatif.  
Untuk menggolongkan daya paksa mana yang termasuk 
sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf harus 
dikembalikan pada hakikat adanya alasan pembenar dan 
alasan pemaaf itu sendiri. Jelas bahwa daya paksa absolut 
memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai alasan 
pengecualian pidana dibanding daya paksa relatif. 
Sehingga daya paksa absolut harus di golongkan sebagai 
alasan pembenar sedangkan daya paksa relatif di 
golongkan sebagai alasan pemaaf.13 
b. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP 
Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana. Istilah 
yang di pakai oleh Belanda ialah noodweer tidak terdapat 
dalam rumusan undang-undang. 
                                                          
13 Ibid, hal 58-66 
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Pasal 49 ayat (1) mengatakan: 
 “Barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan 
terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan 
kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, 
karena serangan yang sangat dekat pada saat itu yang 
melawan hukum.” 
Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu 
pembelaan terpaksa ialah: 
1. Pembelaan itu bersifat terpaksa; 
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan 
kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; 
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang 
sangat dekat pada saat itu; dan 
4. Serangan itu melawan hukum.14 
c. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1) 
KUHP 
Pasal 50 ayat (1) KUHP menyatakan : 
“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan ketentuan undang-undang tidak 
dipidana.” 
Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi 
peraturan (verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang 
berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi, 
meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat 
undang-undang, dari penguasa yang lebih rendah yang 
mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat 
                                                          
14 Ibid, hal 66-67 
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peraturan yang berdasar undang-undang. Yang melakukan 
perbuatan itu merupakan kewajibannya, oleh karena itu 
undang-undang itu menyatakan: “dalam melaksanakan 
suatu…ketentuan.”15 
d. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah Pasal 51 ayat (1) 
KUHP 
Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan: 
“Barang siapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh 
penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” 
Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memberi 
perintah dan yang di perintah ada hubungan hukum publik. 
Pasal 51 ayat (1) KUHP termasuk dasar pembenar, karena 
unsur melawan hukum tidak ada.16 
B. Persetubuhan 
1. Pengertian Persetubuhan 
Tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan tidak 
ada yang masuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada 
jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam 
lima pasal dalam KUHP yakni, 284 (perzinahan), 285 (perkosaan 
bersetubuh), 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya 
yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh dengan 
perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan 
                                                          
15 Ibid, hal 68-69 
16 Ibid, hal 71 
 
 
16 
 
istrinya), dan Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan 
perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka 
atau kematian). 
Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-
laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan 
untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk 
kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan 
air mani.17 
Apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina 
walaupun telah mengeluarkan sperma, atau masuk tetapi tidak 
sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, 
maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun telah terjadi 
percobaan persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah 
dapat dipidana karena telah masuk percobaan berzina.18 
Persetubuhan merupakan tindakan memasukkan kemaluan 
laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umurnya 
menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu 
mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh 
karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan 
laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan 
                                                          
17 R.Soesilo, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, hal 181 
18 Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, Jakarta, Grafindo, hal 58-59 
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perempuan, air mani laki-laki belum keluar, hal itu belum 
merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.19 
Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari 
aliran klasik dan menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air 
mani pun, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai 
persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai 
percobaan. 
Persetubuhan sendiri telah diatur dalam KUHP buku II 
dengan tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 dirumuskan 
bahwa: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar 
pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun).” 
 
2. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 
Dalam pembahasan tentang persetubuhan terhadap anak, 
penulis akan membahasnya dari dua sudut pandang, yang 
pertama dari sudut pandang KUHP sebagai lex generalis dan yang 
kedua dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak 
sebagai lex spesialis. 
a. Persetubuhan Anak menurut KUHP 
Menurut Pasal 287 Ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah: 
“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan 
diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus 
diduganya, bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum 
                                                          
19 Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, hal 339 
 
 
18 
 
waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 9 (sembilan) tahun.” 
 
Bagian inti delik dari pasal diatas adalah: 
1. Bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan 
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa 
umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau jika umurnya 
tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin. 
Selanjutnya dalam Pasal 287 Ayat (2) KUHP disebutkan: 
 
“penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika 
perempuan belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika 
ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294 
KUHP.” 
 
Apabila dicermati, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
287 KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, 
yaitu: 
1) Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang yang 
masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun tetapi lebih dari 
12 (dua belas) tahun. Tindak pidana ini merupakan delik 
aduan yang hanya bias dituntut atas pelanggarannya 
karena adanya pengaduan. 
2) Tindak pidana persetubuhan atau cabul dengan orang 
dibawah umur 15 (lima belas) tahun tetapi kurang dari 12 
(dua belas) tahun. Jenis tindak pidana ini bukan merupakan 
delik aduan, sehingga untuk penentuannya tidak dibutuhkan 
adanya pengaduan. 
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Adapun tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP 
memuat unsur-unsur berikut: 
a. Unsur subjektif 
- Diketahui, dan 
- Sepatutnya harus diduga 
b. Unsur Objektif 
- Bersetubuh 
- Seorang wanita 
- Diluar pernikahan 
- Belum berumur 15 (lima belas) tahun, dan 
- Belum mampu kawin 
Kejahatan Pasal 287 KUHP merupakan tindakan pidana 
aduan relative karena pengaduan itu berlaku atau diperlakukan 
hanya dalam hal persetubuhan yang dilakukan pada anak 
perempuan yang umurnya 12 (dua belas) tahun sampai 15 
(lima belas) tahun atau jika dalam persetubuhan itu tidak ada 
unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 291 KUHP dan Pasal 
294 KUHP. Akan tetapi, apabila persetubuhan itu dilakukan 
kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dan 
terdapat unsur-unsur yang disebutkan pada Pasal 291 KUHP 
dan Pasal 294 KUHP, kejahatan itu bukan merupakan tindak 
pidana aduan.20 
                                                          
20 Adami Chazawi, op.cit, hal 72 
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Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 KUHP adalah 
akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat 
dan luka ringan, serta kematian. Sedangkan dalam Pasal 294 
KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak 
kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah 
pengawasannya, pembantu atau bawahannya.21 
b. Persetubuhan Anak menurut Undang-Undang 
Perlindungan Anak 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: 
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
 
Perlindungan Anak dapat juga diartikan sebagai segala 
upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan 
memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah 
(child abused), eksploitasi, dan penelantaran agar dapat 
menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 
secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. 
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 
Tahun 2014, tindak pidana pesetubuhan terhadap seorang 
                                                          
21 Ibid, hal 72-73 
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anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang 
rumusannya sebagai berikut: 
1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- 
(lima miliar rupiah). 
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. 
Dalam hukum pidana berlaku asas “lex specialis derogate 
lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan 
khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk 
menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak 
hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-
undangan. 
Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak 
khususnya Pasal 81, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 
KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku 
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam 
Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur 
secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik 
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. 
Jadi, dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan 
Anak merupakan “lex specialis derogate lex generalis” dari 
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Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik 
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, 
penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak 
harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP. 
C. Kekerasan 
1. Pengertian Kekerasan 
Tindak kekerasan seringkali dipertontonkan ditengah 
masyarakat yang dapat saja berakibat fatal yang menimbulkan 
korban. Karena itu, perlu rumusan pengertian tentang apa yang 
dimaksud dengan kekerasan dan jenis-jenis kekerasan atau 
ancaman kekerasan yang sering menimpa perempuan dan anak 
dibawah umur. 
Yang dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang 
pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan artinya tidak 
ingat atau tidak sadar akan dirinya, orang yang pingsan tidak dapat 
mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan tidak 
berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama 
sekali, sehingga ia tidak dapat mengadakan perlawanan 
sedikitpun, orang yang tidak berdaya dapat mengetahui apa yang 
terjadi atas dirinya. Melakukan kekerasan mempergunakan tenaga 
atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Misalnya 
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memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang, dan lain sebagainya.22 
2. Jenis-Jenis Kekerasan 
Ada beberapa jenis kekerasan atau ancaman kekerasan 
dalam hal tindak pidana atau perbuatan kesusilaan yang telah 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam 
KUHP, tindak kekerasan kesusilaan terdapat dalam Pasal 55 ke 2, 
120, 145, 170, ke 1, 175, 285, 289, 300 Ayat (1) ke 3, 330, dan 
Pasal 332 Ayat (1) ke 2. Semuanya dapat dijelaskan secara 
singkat sebagai berikut: 
a. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan 
kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan dengan 
memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 
55 ke2) 
b. Jika kejahatan tersebut Pasal 113, 115, 117, 118, dan Pasal 
119 dilakukan dengan akal curang, seperti penyesatan, 
penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau 
dengan menawarkan, menerima, membayangkan, atau 
menjanjikan hadiah, keuntungan dalam bentuk apapun; atau 
                                                          
22 R.Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap 
Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, hal 98 
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dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka 
pidana kemerdekaan dapat diperberat lipat dua. (Pasal 120) 
c. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. (Pasal 170 ke 1) 
d. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 
(Pasal 285) 
e. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, diancam karena perbuatan 
menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara 
paling lama 9 (sembilan) tahun. (Pasal 289) 
f. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 300,- (tiga ratus rupiah). (Pasal 
300 Ayat (1) ke3) 
g. Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum 
cukup umur dari kekuasaan menurut undang-undang 
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ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan oleh orang yang 
berwenang untuk itu, diancam pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun.  Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, 
kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya 
belum cukup umur 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan pidana 
penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. (Pasal 330) 
h. Barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu 
muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud 
untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik 
didalam maupun diluar perkawinan, diancam dengan pidana 
paling lama 9 (Sembilan) tahun. (Pasal 332 Ayat (1) ke2) 
D. Anak 
1. Pengertian Anak menurut Undang-Undang 
 Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau 
perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa 
pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata 
“anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah 
anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. 
Sedangkan menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan 
yang merenteng dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, 
periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian 
berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.23 
                                                          
23 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak , diakses pada tgl 02 Maret 2016, pkl 11.55 WITA 
 
 
26 
 
Berikut beberapa pengertian anak menurut Undang-Undang dan 
para ahli:24 
1. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang 
Ketenagakerjaan 
“Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur 
kurang dari 15 (lima belas) tahun.” 
2. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Pasal 1 angka 5 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.” 
3. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang 
Pornografi 
Pasal 1 angka 4 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun.” 
4. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak 
Pasal 1 angka 1 
                                                          
24 http://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-
uu.html?m=1 , diakses pada tgl 02 Maret 2016, pkl 12.10 WITA 
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“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 
5. Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 atas perubahan 
Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 angka 1 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.” 
6. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak 
Pasal 1 angka 2 
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” 
7. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku 
bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai 
lebih awal.” 
 
8. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM 
Pasal 1 angka 5 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 
demi kepentingannya.” 
 
9. Menurut Pasal 45 KUHP 
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“Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut 
belum berumur 16 (enam belas) tahun.” 
10. Menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata 
“Seseorang yang belum dapat dikatakan dewasa jika orang 
tersebut umurnya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, 
kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 
(dua puluh satu) tahun.” 
 
11. Menurut Agama Islam 
“Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq 
(dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi 
basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, 
jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya 
maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak 
yang bebas dari pembebanan kewajiban.” 
 
12. Menurut John Locke 
“Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka 
terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari 
lingkungan.” 
13. Menurut Agustinus 
“Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak 
mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum 
dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan 
pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, 
anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang 
diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.” 
 
14. Menurut Dra. Suryana 
“Anak adalah rahmat dan amanat Allah, penguji iman, 
media beramal, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, tempat 
bergantung dihari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai 
makhluk yang harus di didik.” 
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15. Menurut Nurhayati Pujiastuti 
“Anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua 
menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.” 
Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai 
individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola perilaku 
anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu 
kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan 
rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan 
sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa. 
Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan 
secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai 
antara lain pada pasal : Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai 
batasan usia 16 tahun yaitu : 
Pasal 45 menyatakan : 
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan 
yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) 
tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu 
dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau 
pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; 
yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah 
satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 
497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan 
itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan 
terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah suatu 
pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak 
yang bersalah itu.” 
 
Sedangkan Pasal 72 menyatakan : 
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1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, 
dilakukan pada orang yang umunya belum cukup enam  belas 
tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang 
dibawah penilikan (curetele) orang bukan dari sebab 
keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaaan itu, yang 
berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. 
2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, 
maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang 
mengawasi atau curator (penilik) atau majelis yang 
menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan 
kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum 
keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada batas 
pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang 
sampai derajat ketiga.25 
 
2. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang 
menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak 
Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 
Adapun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 
35 Tahun 2014 yang mengatur tentang ketentuan pidananya, yakni 
Pasal 77-90.  
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut 
Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
selanjutnya disebut KUHAP, yang menyatakan bahwa pernyataan 
                                                          
25 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 
hal 3 
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hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.26 Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal 
ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut 
sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Yuridis 
a. Dasar-Dasar  yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana 
Undang-undang membedakan antara dasar-dasar 
pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana 
khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar 
pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana baik 
tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana 
yang diatur diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus 
adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja 
dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar 
pemberatan pidana umum, yaitu: 
1. Dasar pemberatan karena jabatan 
Pemberatan dalam jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP. 
Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada 
keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau 
pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam 
                                                          
26 Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana, suatu pengantar, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang, 
hal 369 
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melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban 
khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) 
menggunakan kesempatan karena jabatan; (4) menggunakan 
sarana yang diberikan karena jabatan. 
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) 
KUHP yang menyatakan: “Bilamana pada suatu waktu 
melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan 
Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat 
ditambah sepertiga.” Alasan pemberatan pidana ini terletak 
pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif 
dapat mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-
olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan 
resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau 
mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan 
kejahatan. 
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recidive) 
Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan 
dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat 
berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan 
syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. 
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Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari 
ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan 
sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487, dan 488. KUHP 
harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu 
harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah 
dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, 
atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak 
Negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) 
melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu 
belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian 
atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan. 
Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah 
pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas 
ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, 
hal sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam dan 
mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar 
pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak 
pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. 
Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut 
antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 
374, Pasal 375, dan lain sebagainya. 
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b. Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas 2 (dua), 
yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar 
diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak 
pidana umum, sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk 
tindak pidana khusus. Dasar diperingannya pidana umum, yaitu: 
1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
Dasar peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya 
anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah mencapai 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah menikah. 
2. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan 
Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) 
dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum terhadap si 
pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum 
pada kejahatan yang bersangkutan. 
Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan 
ini tersebar dalam Pasal-pasal KUHP. Contohnya tindak 
pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, 
yang diperingannya adalah karena benda yang menjadi objek 
pencurian itu mempunyai nilai/harga yang kurang dari 
Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). 
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2.  Pertimbangan Sosiologis  
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan 
pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan 
KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern Kementrian 
Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam 
penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut: 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4. Sikap batin si pembuat tindak pidana; 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat 
tindak pidana; 
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana; 
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak 
pidana; 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
dilakukan; 
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga 
korban; dan 
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi  Penelitian 
Dalam upaya mengumpulkan data guna penulisan skripsi ini, 
Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri  Sengkang dan 
Perpustakaan. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena kedua 
tempat ini sesuai untuk memenuhi data yang ingin penulis kumpulkan 
mengenai kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai aspek. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua teknik pengumpulan 
data yang digunakan penulis, yaitu : 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari 
landasan teori dari obyek kajian dengan cara : 
a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan baik dengan objek 
dan materi penulisan skripsi ini. 
b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan persetubuhan dengan kekerasan 
terhadap anak. 
c. Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan para 
sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. 
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2. Penelitian lapangan (Field Research) 
Dalam melakukan penelitian lapangan ini, penulis menggunakan 
2 metode, yaitu: 
1. Metode Observasi, yaitu melakukan peninjauan langsung di 
lokasi penelitian dan melakukan wawancara secara langsung 
kepada pihak-pihak terkait, guna memperoleh data sebagai 
bahan penelitian. 
2. Metode Interview (wawancara), penulis melakukan tanya 
jawab langsung terhadap responden untuk memperoleh 
informasi dan data yang akan menjawab berbagai 
permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis 
teliti. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data penulis pergunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Data primer 
Merupakan data yang diperoleh secara langsung pada pihak-
pihak yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang 
dirumuskan dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Sengkang. 
2. Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-
undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
permasalahan yang ada dalam skripsi ini. 
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D. Analisa Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian diolah dan dianalisa 
dengan menggunakan teknik analisa kualitatif, selanjutnya disajikan 
secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana 
Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak dalam Putusan 
Nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materiil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan 
yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis 
menguraikan tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan nomor: 
110/Pid.Sus/2015/PN.Skg, maka perlu diketahui terlebih dahulu 
identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan amar putusan, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Identitas Terdakwa 
Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas 
nama Terdakwa LAWERO bin GOGA, tempat lahir tidak 
disebutkan, tanggal lahir 26 Maret 1953, umur 60 (enam puluh) 
tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat 
tinggal di Lingkungan Lakadaung Kelurahan Buloe Kecamatan 
Maniangpajo Kabupaten Wajo, agama Islam, pekerjaan tidak ada. 
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2. Posisi Kasus 
Bahwa berawal pada hari Selasa yang tanggalnya tidak di ingat 
lagi bulan November 2013 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu korban 
sementara mandi disungai bersama dengan adik korban 
ABD.RAHMAN tiba-tiba dari belakang terdakwa langsung 
memegang kedua tangan korban lalu menarik korban ke hutan-
hutan dipinggir sungai sambil mengancam akan memukul dan 
membunuh saksi apabila berteriak dan tidak mau mengikutinya. 
Setelah itu kedua tangan korban dipegang terdakwa dengan 
tangan kanannya lalu terdakwa menarik sarung mandi korban 
dengan tangan kiri lalu mendorong korban ketanah dengan posisi 
menghadap keatas dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa 
melepas ikatan parang dipinggangnya dan meletakkannya ditanah 
didekat korban, dengan posisi jongkok memegang tangan kanan 
korban, terdakwa sambil membuka celana pendek yang 
digunakannya mengancam akan memukul korban apabila korban 
lari. Setelah celananya terbuka dan kelihatan kemaluannya yang 
sudah berdiri tegang, terdakwa mengambil posisi duduk diantara 
kedua paha korban sambil membuka kedua paha korban dan 
diletakkan diatas. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya 
kedalam kemaluan korban dan mendorong-dorongnya keluar 
masuk berkali-kali sehingga air maninya keluar dan korban 
merasakan sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah, 
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setelah itu terdakwa memakai celananya dan meninggalkan 
korban dihutan-hutan dalam keadaan terbaring ditanah. 
Bahwa kedua kalinya yang tanggalnya tidak di ingat juga pada 
bulan Februari 2014 sekitar pukul 09.00 wita, korban sementara 
duduk diteras rumahnya bersama adik korban ABD. RAHMAN 
tiba-tiba datang terdakwa naik diatas rumah langsung menarik 
korban masuk kedalam rumah dengan mengancam akan memukul 
dan membunuh korban apabila berteriak, setelah diruang tengah 
korban dibaringkan diatas kasur lalu membuka celana dalam 
korban dan mengancam akan memukul korban apabila melawan, 
kemudian terdakwa melepaskan ikatan parang dari pinggangnya 
dan meletakkannya dilantai dekat korban, setelah itu terdakwa 
juga membuka celananya hingga kelihatan kemaluannya yang 
sudah berdiri tegang, terdakwa mengambil posisi duduk membuka 
kedua paha korban dan diletakkan diatas. Kemudian terdakwa 
memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil 
mendorong-dorong kemaluannya keluar masuk dengan posisi 
menindih korban sambil mencium pipi korban, hingga air maninya 
keluar dan menumpahkannya didalam kemaluan korban, setelah 
itu terdakwa memakai celananya dan pergi meninggalkan korban 
dirumah. 
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3. Dakwaan Penuntut Umum 
Dakwaan penuntut umum adalah dakwaan Subsidairitas, isi 
dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tindak pidana 
persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak putusan nomor: 
110/Pid.Sus/2015/PN.Skg adalah sebagai berikut: 
PRIMAIR 
Bahwa ia terdakwa LA WERO bin GOGA, pada hari Selasa 
yang tanggalnya tidak di ingat lagi pada bulan November tahun 
2013 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan November tahun 2013 yang bertempat di dekat 
sungai di bawah pohon bambu Lingkungan Lakadaung Kelurahan 
Buloe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dan kedua 
kalinya pada hari Jum’at yang tanggalnya tidak di ingat juga pada 
bulan Februari tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 yang 
bertempat dirumah Per. JAMALIA Alias LIA binti JAMALUDDIN 
Lingkungan Lakadaung Kelurahan Buloe Kecamatan Maniangpajo 
Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Sengkang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak yaitu Per. JAMALIA Alias LIA binti  
JAMALUDDIN berdasarkan akta kelahiran no. 731309-LT-
26112010-0022 berusia 12 tahun (Lahir pada tanggal 27 Maret 
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2001) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
- Awalnya pada hari Selasa yang tanggalnya tidak di ingat lagi 
bulan November 2013 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu korban 
sementara mandi disungai bersama dengan adik korban 
ABD.RAHMAN tiba-tiba dari belakang terdakwa langsung 
memegang kedua tangan korban lalu menarik korban ke hutan-
hutan dipinggir sungai sambil mengancam akan memukul dan 
membunuh saksi apabila berteriak dan tidak mau mengikutinya. 
Setelah itu kedua tangan korban dipegang terdakwa dengan 
tangan kanannya lalu terdakwa menarik sarung mandi korban 
dengan tangan kiri kemudian memegang tangan kanan korban 
lalu mendorong korban ketanah dengan posisi menghadap 
keatas dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa melepas 
ikatan parang dipinggangnya dan meletakkannya ditanah 
didekat korban, dengan posisi jongkok memegang tangan 
kanan korban, terdakwa sambil membuka celana pendek yang 
digunakannya mengancam akan memukul korban apabila 
korban lari. Setelah celananya terbuka dan kelihatan 
kemaluannya yang sudah berdiri tegang, terdakwa mengambil 
posisi duduk diantara kedua paha korban sambil membuka 
kedua paha korban memasukkan paha terdakwa sambil kedua 
paha korban diletakkan diatas. Kemudian terdakwa 
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memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan 
mendorong-dorongnya keluar masuk berkali-kali sehingga air 
maninya keluar dan korban merasakan sakit pada 
kemaluannya dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa 
memakai celananya dan meninggalkan korban dihutan-hutan 
dalam keadaan terbaring ditanah; 
- Dan kedua kalinya yang tanggalnya tidak di ingat juga pada 
bulan Februari 2014 sekitar pukul 09.00 wita, korban 
sementara duduk diteras rumahnya bersama adik korban ABD. 
RAHMAN tiba-tiba datang terdakwa naik diatas rumah 
langsung menarik korban masuk kedalam rumah dengan 
mengancam akan memukul dan membunuh korban apabila 
berteriak, setelah diruang tengah korban dibaringkan diatas 
kasur lalu membuka celana dalam korban dan mengancam 
akan memukul korban apabila melawan, kemudian terdakwa 
melepaskan ikatan parang dari pinggangnya sambil 
meletakkannya dilantai didekat korban, setelah itu terdakwa 
juga membuka celananya hingga kelihatan kemaluannya yang 
sudah berdiri tegang setelah itu mengambil posisi duduk 
membuka kedua paha korban kemudian memasukkan pahanya 
sambil kedua paha korban diletakkan diatas. Kemudian 
terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan 
korban sambil mendorong-dorong kemaluannya keluar masuk 
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dengan posisi menindih korban dan meletakkan kedua 
tangannya dilantai sambil mencium pipi korban, hingga air 
maninya keluar dan menumpahkannya didalam kemaluan 
korban, setelah itu terdakwa memakai celananya dan pergi 
meninggalkan korban dirumah; 
- Bahwa pada saat kejadian korban Per. JAMALIA Alias LIA binti 
JAMALUDDIN berusia 12 tahun sesuai dengan akta kelahiran 
no. 731309-LT-26112010-0022 lahir pada tanggal 27 Maret 
2001; 
- Akibat perbuatan terdakwa sesaat setelah kejadian korban 
merasakan sakit pada kemaluannya dan setelah itu korban 
mengalami kehamilan, dan berdasarkan dari pemeriksaan 
Visum Et Repertum dari Puskesmas Maniangpajo Nomor: 
330/097/Pusk.M.Pajo tanggal 28 April 2014, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr.M.Akbar Ali Polanunu, S.Ked. dengan 
hasil pemeriksaan: 
- Luka robek di daerah hymen dengan ukuran 1 ½ cm x 1 cm; 
- Arah jam 10, darah (-), Sekret (-), Bengkak (-), Sikatrik (+). 
Kesimpulan : 
- Korban luka akibat kekerasan seksual; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
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atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
SUBSIDAIR 
Bahwa ia terdakwa LA WERO bin GOGA, pada hari Selasa 
yang tanggalnya tidak di ingat lagi pada bulan November tahun 
2013 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan November tahun 2013 yang bertempat di dekat 
sungai di bawah pohon bambu Lingkungan Lakadaung Kelurahan 
Buloe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo dan kedua 
kalinya pada hari Jum’at yang tanggalnya tidak di ingat juga pada 
bulan Februari tahun 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 yang 
bertempat dirumah Per. JAMALIA Alias LIA binti JAMALUDDIN 
Lingkungan Lakadaung Kelurahan Buloe Kecamatan Maniangpajo 
Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Sengkang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak yaitu Per. JAMALIA Alias LIA 
binti  JAMALUDDIN berdasarkan akta kelahiran no. 731309-LT-
26112010-0022 berusia 12 tahun (Lahir pada tanggal 27 Maret 
2001) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
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- Awalnya pada hari Selasa yang tanggalnya tidak di ingat lagi 
bulan November 2013 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu korban 
sementara mandi disungai bersama dengan adik korban 
ABD.RAHMAN tiba-tiba dari belakang terdakwa langsung 
memegang kedua tangan korban lalu menarik korban ke hutan-
hutan dipinggir sungai sambil mengancam akan memukul dan 
membunuh saksi apabila berteriak dan tidak mau mengikutinya. 
Setelah itu kedua tangan korban dipegang terdakwa dengan 
tangan kanannya lalu terdakwa menarik sarung mandi korban 
dengan tangan kiri kemudian memegang tangan kanan korban 
lalu mendorong korban ketanah dengan posisi menghadap 
keatas dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa melepas 
ikatan parang dipinggangnya dan meletakkannya ditanah 
didekat korban, dengan posisi jongkok memegang tangan 
kanan korban, terdakwa sambil membuka celana pendek yang 
digunakannya mengancam akan memukul korban apabila 
korban lari. Setelah celananya terbuka dan kelihatan 
kemaluannya yang sudah berdiri tegang, terdakwa mengambil 
posisi duduk diantara kedua paha korban sambil membuka 
kedua paha korban memasukkan paha terdakwa sambil kedua 
paha korban diletakkan diatas. Kemudian terdakwa 
memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan 
mendorong-dorongnya keluar masuk berkali-kali sehingga air 
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maninya keluar dan korban merasakan sakit pada 
kemaluannya dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa 
memakai celananya dan meninggalkan korban dihutan-hutan 
dalam keadaan terbaring ditanah; 
- Dan kedua kalinya yang tanggalnya tidak di ingat juga pada 
bulan Februari 2014 sekitar pukul 09.00 wita, korban 
sementara duduk diteras rumahnya bersama adik korban ABD. 
RAHMAN tiba-tiba datang terdakwa naik diatas rumah 
langsung menarik korban masuk kedalam rumah dengan 
mengancam akan memukul dan membunuh korban apabila 
berteriak, setelah diruang tengah korban dibaringkan diatas 
kasur lalu membuka celana dalam korban dan mengancam 
akan memukul korban apabila melawan, kemudian terdakwa 
melepaskan ikatan parang dari pinggangnya sambil 
meletakkannya dilantai didekat korban, setelah itu terdakwa 
juga membuka celananya hingga kelihatan kemaluannya yang 
sudah berdiri tegang setelah itu mengambil posisi duduk 
membuka kedua paha korban kemudian memasukkan pahanya 
sambil kedua paha korban diletakkan diatas. Kemudian 
terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan 
korban sambil mendorong-dorong kemaluannya keluar masuk 
dengan posisi menindih korban dan meletakkan kedua 
tangannya dilantai sambil mencium pipi korban, hingga air 
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maninya keluar dan menumpahkannya didalam kemaluan 
korban, setelah itu terdakwa memakai celananya dan pergi 
meninggalkan korban dirumah; 
- Bahwa pada saat kejadian korban Per. JAMALIA Alias LIA binti 
JAMALUDDIN berusia 12 tahun sesuai dengan akta kelahiran 
no. 731309-LT-26112010-0022 lahir pada tanggal 27 Maret 
2001; 
- Akibat perbuatan terdakwa sesaat setelah kejadian korban 
merasakan sakit pada kemaluannya dan setelah itu korban 
mengalami kehamilan, dan berdasarkan dari pemeriksaan 
Visum Et Repertum dari Puskesmas Maniangpajo Nomor: 
330/097/Pusk.M.Pajo tanggal 28 April 2014, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr.M.Akbar Ali Polanunu, S.Ked. dengan 
hasil pemeriksaan: 
- Luka robek di daerah hymen dengan ukuran 1 ½ cm x 1 cm; 
- Arah jam 10, darah (-), Sekret (-), Bengkak (-), Sikatrik (+). 
Kesimpulan : 
- Korban luka akibat kekerasan seksual; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
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Untuk membuktikan dakwaannya, maka penuntut umum di 
persidangan mengajukan alat bukti berupa surat keterangan hasil 
visum et repertum dari Puskesmas Maniangpajo Nomor: 
330/097/Pusk.M.Pajo tanggal 28 April 2014, 1 (satu) lembar celana 
dalam warna putih, 1 (satu) lembar baju terusan warna putih bintik 
hitam, 1 (satu) lembar sarung warna kuning, keterangan saksi-
saksi dan keterangan terdakwa. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
dipersidangan yang dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur 
dakwaan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan 
dakwaan Primair, yang mana apabila dakwaan Primair tersebut 
terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Dan 
apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis 
Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar 
Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-
unsur sebagai berikut: 
1. Unsur Setiap orang 
- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama 
dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subjek 
hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat 
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mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang 
dilakukannya. 
- Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “setiap orang” 
adalah terdakwa LAWERO bin GOGA yang dalam awal 
persidangan telah dinyatakan bahwa identitas terdakwa 
adalah benar identitas dirinya, sehingga benar bahwa 
terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksud dalam 
perkara ini. 
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain 
- Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” yaitu 
kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu 
tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan 
perumusan KUHP) adalah betul-betul sebagai perwujudan 
dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. 
- Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah 
menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak 
kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan 
atau dengan segala macam senjata atau menyepak, 
menendang atau dapat juga disamakan dengan membuat 
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orang pingsan atau tidak berdaya, misalnya memberi 
minuman beracun atau obat-obatan. 
- Bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 
- Bahwa sesuai dengan bukti Akta Kelahiran Nomor: 731309-
LT-26112010-0022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Wajo atas nama JAMALIA (saksi korban) 
lahir pada tanggal 27 Maret 2001. Yang mana pada saat 
kejadian pertama usia korban adalah 12 (dua belas) tahun, 
sehingga dalam hal ini korban masih termasuk anak-anak. 
- Bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah 
perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan 
perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. 
- Bahwa adanya Visum Et Repertum yang diajukan dimuka 
persidangan atas nama JAMALIA Alias LIA binti 
JAMALUDDIN tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani 
oleh dr.M.Akbar Ali Polanunu dengan hasil pemeriksaan : 
Luka robek didaerah hymen dengan ukuran 1 ½ cm x 1 cm, 
arah jam 10, darah (-), bengkak (-), sikatrik (+) dengan 
kesimpulan korban luka akibat kekerasan seksual. 
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 
maka telah nyata bahwa terdakwa selalu mengancam saksi 
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JAMALIA Alias LIA binti JAMALUDDIN baik dengan kata-
kata maupun dengan parang yang selalu diletakkan didekat 
saksi sebelum disetubuhi, sehingga menimbulkan rasa takut 
kepada saksi. 
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
3. Unsur Dilakukan secara berlanjut 
- Bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan secara berlanjut” 
adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang 
atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis 
berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. 
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 
terdakwa menyetubuhi saksi JAMALIA Alias LIA binti 
JAMALUDDIN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada 
bulan November tahun 2013 dan yang kedua pada bulan 
Februari tahun 2014. 
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam 
No.Reg.Perk: PDM: 62/Sengk/Ep/04/2015 tanggal 09 Juni 2015 
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat 
memutuskan : 
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1. Menyatakan terdakwa LAWERO bin GOGA, telah terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang di 
dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAWERO bin GOGA 
dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar 
terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- 
(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam 
warna putih, 1 (satu) lembar baju terusan warna putih bintik 
hitam, 1 (satu) lembar sarung warna kuning dikembalikan 
kepada yang berhak. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
5. Amar Putusan 
Dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg hakim 
memutuskan: 
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Mengadili 
1. Menyatakan terdakwa LAWERO bin GOGA, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAWERO bin GOGA 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 
(tiga) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih 
- 1 (satu) lembar baju terusan warna putih bintik hitam 
- 1 (satu) lembar sarung warna kuning. 
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu JAMALIA Alias LIA 
binti JAMALUDDIN. 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
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6. Analisis Penulis 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha 
mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta 
yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada 
apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan dalam kasus 
tersebut menggunakan dakwaan berupa dakwaan Subsidairitas, 
maka menjadi kewenangan dan keleluasaan Majelis Hakim 
memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan 
dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta 
hukum yang terungkap dipersidangan berupa alat bukti yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya 
keterangan saksi saling berkesesuaian ditambah keterangan 
terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang 
dilakukannya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri 
Sengkang menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah 
mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 
Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
Adapun unsur-unsur tindak persetubuhan yang diatur dalam 
Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
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perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah sebagai 
berikut: 
- Unsur Subjektif : 
Setiap orang, dalam hal ini yaitu terdakwa LAWERO bin 
GOGA. 
- Unsur Objektif : 
(1) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, terlihat dari perbuatan 
terdakwa LAWERO bin GOGA yang memaksa korban 
JAMALIA Alias LIA binti JAMALUDDIN untuk melakukan 
persetubuhan dengannya, mengancam korban dengan 
parang yang selalu diletakkan disamping korban dan 
mengancam akan memukul atau membunuh korban jika 
berteriak atau lari, sehingga menimbulkan rasa takut pada 
korban. 
(2) Dilakukan secara berlanjut, dilihat dari terdakwa yang 
menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama 
pada bulan November tahun 2013 dan yang kedua pada 
bulan Februari tahun 2014. 
Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan 
wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri 
 
 
58 
 
Sengkang, yaitu Ibu Pipit C.A.Sekewael, SH. (wawancara tanggal 
03 Mei 2016) yang mengatakan bahwa: 
Dalam proses pemeriksaan yang menjadi kendala pada 
umumnya dalam pemeriksaan saksi yang biasa sering tidak 
hadir, sehingga menghambat pengadilan secara cepat dimana 
penanganannya memerlukan waktu yang cepat. 
Kami sebagai hakim juga harus jeli melihat perkara yang 
ada sehingga kami bisa memutuskan dengan putusan yang 
adil. 
Adapun efektivitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana 
persetubuhan pada anak dalam putusan perkara Nomor: 
110/Pid.Sus/2015/PN.Skg adalah menurut Ibu Pipit C.A.Sekewael, 
SH. (wawancara tanggal 03 Mei 2016) yang mengatakan bahwa: 
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda 
tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 
(tiga) bulan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi 
perbuatannya lagi. 
Menurut saya, hal diatas sudah adil sebab Majelis Hakim telah 
menjatuhkan hukuman dengan berpedoman pada Undang-Undang 
Perlindungan Anak. Hakim tidak memutuskan dengan hukuman 
yang terlalu berat sehingga dapat memberi pelaku kesempatan 
untuk memperbaiki diri. Namun, sedikit saya kritisi bahwa dalam 
menerapkan hukum pidana materiil seharusnya Majelis Hakim juga 
melihat dan mempertimbangkan mengenai Locus dan Tempus 
mengingat kejadian tersebut terjadi pada bulan November tahun 
2013 dan pada bulan Februari tahun 2014 dimana Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih berlaku, sedangkan 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mulai efektif diberlakukan 
pada bulan Oktober 2014. Tetapi mengingat asas “Non-retroaktif”  
yang mengatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan 
tidak boleh berlaku surut, maka yang di gunakan adalah Undang-
Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan juga 
dalam kasus anak yang di utamakan ialah yang paling 
menguntungkan bagi anak, dimana dalam Undang-Undang 35 
Tahun 2014 sanksi pidana penjaranya minimal 5 (lima) tahun, 
sedangkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 sanksi pidana 
penjaranya minimal hanya 3 (tiga) tahun.  
Berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, 
maka terdakwa dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu terdakwa 
harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan tidak melebihi 
dari yang diancamkan. Selain itu,  biaya yang timbul dalam perkara 
ini dibebankan kepada terdakwa agar sesuai dengan tujuan 
pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat 
kejahatan pelaku. 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Tindak 
Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak dalam 
Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg 
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum 
Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka sidang perkara ini 
dilanjutkan dengan acara pembuktian; 
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Menimbang, bahwa Terdakwa yang disampaikan secara 
lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman atau dihukum 
seringan-ringannya karena terdakwa sudah menyesal dan tidak 
akan mengulangi lagi perbuatannya; 
Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke 
persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan 
kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 
Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar 
keterangan beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya 
masing-masing antar lain sebagai berikut: 
Saksi JAMALI Alias LIA binti JAMALUDDIN, ABD.RAHMAN 
Alias RAHMAN bin JAMALUDDIN, dan WAHIDA binti JODDING 
telah memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada 
penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara 
persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah 
mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan 
perbuatan terdakwa; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan 
diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah 
dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai 
barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan 
kejahatan; 
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui 
perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita 
acara persidangan ini; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, 
maka didapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan 
para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah antara 
yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan 
dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti 
dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 
dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan 
terdakwa; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa 
maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan 
hakim yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan 
sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum; 
Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut; 
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Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan 
penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf 
dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya 
karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, 
penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak 
menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan 
dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam 
tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang 
akan dijatuhkan kepada terdakwa; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan 
hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik hal-hal yang 
memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa 
sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa 
keadilan; 
 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan aib bagi saksi korban 
JAMALIA Alias LIA binti JAMALUDDIN 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saat ini saksi JAMALIA Alias 
LIA binti JAMALUDDIN telah melahirkan 1 (satu) orang anak 
perempuan 
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan bagi 
masyarakat. 
Hal-hal yang meringankan: 
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum 
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan 
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi 
 
2. Amar Putusan 
Dalam perkara nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg hakim 
memutuskan: 
Mengadili 
1. Menyatakan terdakwa LAWERO bin GOGA, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak. 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih 
- 1 (satu) lembar baju terusan warna putih bintik hitam 
- 1 (satu) lembar sarung warna kuning. 
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu JAMALIA Alias LIA 
binti JAMALUDDIN. 
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
3. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan didalam 
putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. 
Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus mencerminkan rasa keadilan dan di tuntut untuk mempunyai 
keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan 
keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan 
yang ada dalam Republik Indonesia. Seberat atau seringan 
apapun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan 
menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum dan 
minimum pemidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam undang-
undang tersebut. 
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Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri 
Sengkang dan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang 
menangani perkara ini, yaitu ibu Pipit C.A.Sekewael, SH., bahwa 
putusan Majelis Hakim harus dapat memenuhi unsur keadilan bagi 
setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif 
yang tidak dapat diukur dengan standar apapun juga, maka dari itu 
sebelum menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim 
mempertimbangkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi 
korban kejahatan, keluarga pelaku dan korban kejahatan serta 
lingkungan masyarakat yang tentunya diresahkan oleh kejadian 
tersebut. Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan dampaknya 
terhadap korban yang dapat menimbulkan trauma 
berkepanjangan. Kemudian perlu juga mempertimbangkan dari sisi 
pelaku bahwa selama proses berjalannya perkara dalam 
persidangan pelaku bersikap sopan dan jujur. Banyak hal yang 
menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara pidana yang salah satunya adalah pertimbangan 
bahwa pelaku merupakan tulang punggung keluarga yang harus 
membiayai keluarganya. 
Dalam kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 
penjara dan denda yang paling ringan bagi terdakwa, yaitu penjara 
5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah), padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, 
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denda yang paling sedikit itu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh 
juta rupiah). 
Namun, kembali lagi bahwa putusan Majelis Hakim yang 
harus dijatuhkan seadil-adilnya tersebut berdasarkan alat bukti 
yang sah dan keterangan saksi yang telah disumpah, yang mana 
kedua hal tersebut saling bersesuaian serta keyakinan hakim 
dalam memutuskan suatu perkara. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 
1. Penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana 
persetubuhan dengan kekerassan terhadap anak dalam perkara 
putusan nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg telah sesuai karena 
telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Anak. Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak di temukan 
alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik 
alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa 
dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan 
sanksi yang setimpal atas perbuatannya.  
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada 
tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan 
nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg lebih mengutamakan perbaikan 
diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang 
paling ringan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) 
KUHP seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur 
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dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim 
untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih 
memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-
perbuatan yang melanggar hukum. 
B. Saran  
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Mejelis Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana. Melainkan juga 
pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. 
Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul 
pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut 
menimbulkan keyakinan hakim untuk memberikan hukuman yang 
seadil-adilnya. Hakim harus mampu memberikan efek jera, baik 
bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatannya, maupun 
bagi masyarakat agar takut untuk melakukan tindak pidana. 
2. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan 
kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya 
terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya waktu dan 
kesempatan. 
3. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapat 
perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan orang-orang 
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dilingkungan sekitarnya agar anak tersebut tetap percaya diri serta 
dapat berprestasi. 
4. Data-data yang diperoleh oleh penulis belum lengkap, maka 
sebaiknya perlu dikembangkan untuk peneliti selanjutnya. 
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